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Alokasikan Rp20 Miliar untuk Pembangunan Desa 

 

SUMBER :KORANKALTIM   RABU, 19/02/2025 

 

 

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran scbesar Rp20 miliar untuk 

pembangunan jalan menuju gudang Bulog yang berlokasi di Bontang Lestari. Jalan tersebut dirancang 

mampu menahan beban hingga puluhan ton guna mendukung aktivitas distribusi logistik. 

 

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, 

Anwar Nurdin, menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan dengan pemerintah pusat, Pemkot Bontang 

bertanggung jawab menyediakan akses jalan menuju gudang Bulog. 

 

“Pak Wali (Basri Rase) menyanggupi, Bontang yang buat jalannya," ujarnya belum lama ini. Anwar 

menambahkan, jalan baru tersebut akan dibangun di samping Perumahan Korpri Kota Bontang dengan 

spesifikasi mampu menahan beban hingga 30 ton, menyesuaikan kendaraan besar yang akan melintas. Jalan 

ini memiliki panjang 900 meter. 

 

Pengerjaan jalan ditargetkan selesai pada November mendatang. Saat ini, proyek terscbut sudah masuk 

dalam proses lelang melalui Iayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Sudah tayang di LPSE 

lelangnya," kata Anwar. (ra/si/ts) 
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Sumber Berita : 

1. Korankaltim, Alokasikan Rp20 Miliar untuk Pembangunan Desa, 19/02/2025 

 

Catatan : 

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah 

pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan. 

2. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan 

minimal.
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